
1.. Undang ..Undan~ Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pernbenrukan Daerah Tingkat Il
dan Kotapl"l\lll di Sumatera Sclatan (Lembaran Negara RJ Tahun 1959 Nomor 73.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

L Ulldlll1g-Undung NOlIJor 28 Tohun 1999 tentang PcnyclcoSSa.mnn Negara VMg
Bersih Uau Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negom RJ
Tnhun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R1Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarnn
Negnra RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambaban Lembaran Ncgnrn Rl Nomor 4355);

4. Und8l1g-Ulldang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PCl'8t1Jmn
Perundaag-undangan (Lcmbnmn Negara RJ Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lcrubamn Negam R[ Nomor <1389);

5. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 lentong Pemeriksaan, Pengclolaan dnn
Taugguog Jawab Keuangan Neg(U'll(Lembaran Ncgara RJ Tahun 2004 Nomor 66 ..
Tam~ Lembaran Ncgam RJ Nomor 4400):

6. UDdanB-Undang Nomor 32 TahUII 2004 tentaug Pemerinmhan Daereh (Lembaraa
Negaro RI Tabun 2004 Nomor 125, Tnmbahnn Lembaran Negam Rl Nomor 4437)
sebogaimtlJ19 lelnh diubah bcbcrupa kali terakhlr dengan Ulldang - Undnng
Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Pcrubnhnn Undong - Undang Nomor 32 TuhUII
20().l tentang Pemeriatahan Oacl1Ih (Lcmbaran Nagara RJ Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan LembM811Negarn RINomor 4844);

7. Undang - Undang NomOI' 33 TnhUll2004 tentang Perimbangan Keuangan A1IIMa
Pcmcrimah Pusat dan Pcmerintahnn Daemh (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, TAll1bohnnJ.emhomn Negara RI Nomor 4438):

8. Per.uuzan Pemcrintah Nomor 24 TabUII 2005 len tang Standar Akuntansi
Pemerlmahan (LeOlbamn Negara RI Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran
Negam R1Nomor 4503);

9.. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengefolwm Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RJ 'Iahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembarnn
Ncgara RI Nomor4578):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 TahUII 2006 leutang Pengelolaan Barang Milik
NegarafDaerah (Lernbaran Negam RI Tahun 2006 Nomor 20 .. Tambahan
Lernbaran Negara R1Nomor 4609);

b. bahwa berdassrkan perrimbangan sebagnlmana dimaksud hUM a, perlu
membeutuk Pemmmn Deerah Ko(8 Palembang leJIl8l1g Penyenaan Modal Pado
PefUSQha:mDaerah (PO) Pasar P3Icmbang Joyo..

Mengingat

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pc'1'81Umn Daerah Kola Palembang Nomor II Tahun 2005
u!numg Pcndirinn Perusahaan Dncrah (PO) Pasar Palembang Jaya, scjalao dengan
ketcntuan Pusal 75 Peroturan Pemcrintah Nomor 58 Tnhun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Dscrah, dan dalam upaya meng4!mbangkan dan
rucningkalkan kincrja bag! nperniur Perusabaan Daerah..perlu menyertakan model
PemeriaWil Dnemh ke dalam Pcrusahaan Daerah yang dilclapkan dcncan
Peraturan Daeruh :

WALlKOTA PALEMBANG,

TJ!jNTANG

PENYERTAAN MODAL DAER...o\H PADA PERUSARAANDAERAH
(I'D) PASARl'ALEMBANG JAVA

DENGAN RAllrY1AT TUJlAN YANG MARA £SA

P£RATURAN OA£RAH KOl'A PAI.F.MllANG

NOMOR 13 TAIIUN 2010



'BABU
MAKSUD DAN TUJlJAN

l'asal2

(1) l\.1aksudPemerlmah KOla melakukllJ1penyertaan modal dacrah kepada PD. Pasar
Palembang Jaya adsteh untuk mcmbantu menghasilkan pendapatan atau
mcningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalnm Daerab.

Dalam Peraturan Daerah ini.yaag dimsksud dengan :
I. Daerah adalah Kota Palcmbang,
2. Pemerintah 'Kala adalah Pemerintah Kota Palcmbang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Perusahaan Daerab (PD) Pasar Palcmbaog Jaya yang selaojumya disebut

PD. Pasar Pal embang laya, adnlnh Perusahaan Milik Daerah Kola Palembang
yong berkedudukan di KOla Palembang dan mclakukan pengurusan dan
pcngc:loloan passr dan fasilitas SCI18 utilitas pasar ;

5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang da,,'fIIh )'811& bersifat
pcrmancn pada pihak kctiga unruk menghosilknn pendapatan atau rneningkatknn
pelayanan kepada masyarakat;

6. OiVCS1IISipenyertaan modal pcmerintah daerah adalnh penjualan pengurangan aset
milik Pemerintah KOla Palcmbang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau
pengurangan kekayann daerah yang dipisahknn.

7. Kas Umom Daerah adalah tempat penyimpanon uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluamn daerah;

8. Augg8J'8J1 Pcndapatan dan Bclanje Daerah, yang sclanjutnya disebut APBD adalah
Anggarnn Pendapruan dan Relaoja Daerah KOla Palembang

DcogllD Perserujuan Herssrna

DEWAN l'ERWA.KlLAN RAKYAT DAERAlI KOTA PALEMBANG

DAN

'VALIKOTA PALEMDANG

J\<lEMlITUSJ<AN :

Mtottllpkao : PERA'nIRAN DAERAH TENTAN(; PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSABAAN DAERAU (PD) PAS.-ill PAL"EMDANG JAVA

BABi
KET~N1'UAl~UMUM

Pasall

11. Peraruran Mentcri Dulnm Negeri Nomor 3 Tabun 1998 tenmng Seniuk Hukum
Badan Usoho Milik Daerah;

12. Peramran Menteri Dnlam Negeri Nemer 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keunngan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan
Mcnteri Dalam Negcrj Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atn.~Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman r'cngclol1llln
Keuangan Daerah;

13. Pemmmn Daerah KOla Palernbang Nornor 6 Tabun 2005 lenmng Pendirian
Perusahaan Daerah (I:'D) Pasar Palembang Jll.ya (Lembaran Daerah KOla
Palembang Tahun 2005 Nomor 6);

14. Peraruran Daerah KOla Palembang Nomor ~ Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pcngeloloan Keuangan Daerah (Lembaran Daernh Kota Palembang Tahun 2007
Nomor2);

15. Peraturan Daerab Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tClllang Urusan
Pernerimah Kola Palembang (Lcmbaran 'Daerah Kola Palembeng Tahun 2008
Nomor6).
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(3) l'~yettll8l1 modal daerah l'em~riDtahKola kepada PD. Pasar Palembang Jaya
dilakukan secara benahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemedmah Kota.

(4) Pengukuran nilai aset yang+disertakan sebagai modal daerah pada I'D. Pasar
Palembang Jaya dilakukan sesuai Standar Akuruansi Pemerintah berdasarkan
keteIJtullilperaturan peruridapg-undangan yang he.rlalm.

BABrV
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAANMODAL

PIIS'I15

(I) -r:n18cara pelaksanaan penycrtaan modal daerah kepada PD. Pasar Palembang Jaya
dileksanaknn berdasarknn prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

(2) Pemcrintah Kora berrindak sebagai pendiri dalam pembcntukan PD. Pasar
Palcmbsng Jaya.

(I) Aset Pcmerintah Kota yang dinyetakan sebagai penyertaan modal daerah
sebagaimann dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), peneatatannya dipisahkan dan aset
Perneriniah Kala.

(2) Pcmisahan scbagaimana dlruaksud pada oyot (1), diatur lebih lonjut dengan
Peraruran Wallkotu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal4

Yasal3

(I) Penyertaan modal awal Pemerintah Kota.kepada PD. Pasar Palembang Jaya
pada Tahun 2006 ildalab eks, Aset Dinas Pessr dan Unit Pasar milik
Pemerintah KOla yang dilimpahkan kepada PD. Pasar Palembang' Jays,
merupakan kekayaan y"dIlg tcrpisah senilai Rp. 160.182.097.000,- (serstus
enam puluh milyer seratus delapan puluh dna juta sembilan puluh rujuh ribu
rupiah).

(2) Penambahan penycrtaan modal daerah Pcmerintah Kola kepada PD. Pasar
Palernbang Jaya pada Tahun 2006, berupa aset senilai Rp. 339.800.000,- (!ilia
rams tiga puluh scmbilcu join delapan ratus ribu rupiah) dan penambahan
pengganiian tsnah Pasar Plaju seluas 6248 m' sebeser Rp. 2.837.200.000 (dua
milyar delapan raius tiga puluh iujuh juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Divestasi penycrtean modal daerah Pcmerintah Kota yang ada pada I'U. Pssar
Palcmbang Jaya berupa aset gcdung dengan sistem BOT dan basi! lelang
kenduraun scbeser Rp. 19.095.400.000,- (scmbilan betas milysr sembilan
puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Penycnaan modal dacrah Pcmcrimeh KOla pada PD. Pasar Palcmbang Jaya
sampai dengan 31 Desember 2009 setclah dikoreksi ada selisih modal
Tahun 2006 sebesar Rp, 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diakumulasikan
mcnjadi sebesar Rp. 144.263.717.000,- (scrams empat puluh cmpat milyar dua
ratus euarn puJuh lilla ju~ tujuh ralus tujuh belas ribu rupiah).

BABm
PENYERTAAN MODAL DAERAU DAN

P"EMlSAHAN ASE'f DAERAB
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(2) Pemerintah KOla melakukan pcnyertaan modal dnerah kepada I'D. PIL<;nr
Palembsng Jaya bertujuan sebagai upaya pcmerimah dalam rangka pengembangan
pcrek(loomian Dacrah scrta menunjang pendapatan asll daerah dan pertumbuhe»
ekonomi nasicnal.



R. EDDY SANTANA Pl1TRL\
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"'.;•.,~ I" n- 2010

~DA£AAH
KOT"'~c:::>~

I.aIaAA.VIOAEAAIIKOTA ,... U:J.lJIAHll
TAHUH?OIO N(W·R:J.J

\ ALI KOTA l'ALF.MOANG,

Ditetapkan di Palemban&
pndaulnggol 1Desember 2010

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ioi dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrsh KOlaPatcmbang,

Peraturan Daerah ini mulal bcrluku sejak tanggal diundangkan.

P081<19

Hal-hal yang bersifat teknis bclum. cukup diatur daJarn Peraruran Daerah iai.
sepanjang mcngcnai pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut olch Walikol8.

Pasal8

BAB VU
PENUTUP

(2) Laba bersih sebagalmana dimaksud peda aY1i1(I). seielah ndMya audit terhadap
Laporan Keuangan Pcrusahaan.

(I) Penggunaan labe bersih PD. Pasar Palembang Joys yallg dlperoleh selarna saiu
Tahun Buku, yang merupaka» baginn Pernerintah KOIIl merupakan bagiao dart
Pcndapatan Asli Dnernh.

PlUal7

BABY.
KONTRmUSI PENDAPATAN

(2) Pcjabat berwenang yang ditluUuk untuk mewaldli Pernerimah Kola sehubungan
dengan penyertaan modal dacrah kepada PD. Pasar Palembang Jaya, diwajibkan
menyampaikan lapornn pclaksanaan IU~'llSIIyakepada WaJikola secara berkala,

(I) Walikot.a b..'rWCIl8J1G melakukan pengawasan wnwn tcrbodnp pelaksanaan
operasioual PD. Pasnr Palembang Jaya, dan unmk maksud tersebut Walikot.a dapat
mcnunjuk auditor lndependen apablla dlpcrlukan .

POSlll6

BABY
PF.NGA \VASAN




